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ABSTRAK 
 
Zakat merupakan salah satu instrumen untuk membangun ekonomi 

masyarakat. Zakat profesi merupakan penyerahan harta tertentu yang telah 
mencapai nishab. Zakat profesi dalam era modern ini dipungut zakatnya seperti 
profesi dokter, pegawai negeri, advokat dan karyawan dengan penghasilan yang 
telah mencapai nishabnya. Beberapa tahun terakhir ini banyak berdiri Badan Amil 
Zakat (BAZ). namun belum mampu mencapai keadilan ekonomi 
masyarakat/membangun ekonomi masyarakat.Hal ini terjadi karena pengelolaanya 
belum efektif. Sangat disayangkan, padahal potensi zakat di Indonesia sangat 
besar. Pengelolaan suatu Badan Amil Zakat (BAZ) dapat dikatakan efektif apabila 
Tujuan zakat bisa tercapai, yaitu memberantas kemiskinan. 
Selanjutnya,bagaimana pelaksanaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat(BAZ) 
Kabupaten Kebumen? Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif 
tarhadap pelaksanaan zakat profesi pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten 
Kebumen?   
 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu 
penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik 
pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan dan studi 
kepustakaan. Studi lapangan yang meliputi observasi secara langsung dan 
wawancara kepada pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kebumen. 
Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mendokumentasikan dokumen dan 
literatur yang berhubungan dengan materi penelitian. Sifat penelitian ini adalah 
deskriptif-analitik yaitu suatu penelitian yang memaparkan pelaksanaan zakat 
profesi pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kebumen, kemudian penyusun 
menganalisis hasil dari data tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan Normatif Yuridis yaitu dengan cara mendeteksi masalah-masalah 
pelaksanaan pengelolaan zakat profesi pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten 
Kebumen. Dilihat dari perspektif hukum islam dan hukum positif.  
 

Hasil penelitian ini adalah pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) 
belum berjalan secara efektif. proses pengumpulan dan pendistribusian zakat, 
mereka mengambil zakat tersebut setiap bulannya setelah pegawai mendapatkan 
gaji dan dipotong 2,5% untuk zakat profesi, namun sifatnya belum memaksa 
sehingga masih ada juga pegawai yang belum mengeluarkan zakatnya walau telah 
mencapai nishabnya.Proses pengumpulan zakat profesi sudah sesuai   dengan 
yang dijelaskan dalam Al- Qur’an , yakni diambil secara langsung kepada mereka 
yang telah mencapai nishabnya, dengan cara dipotong langsung tiap bulannya 
setelah menerima gaji. Adapun beberapa hal yang menjadi sebab kurang 
efektifnya pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kebumen, 
yaitu: proses dana zakat yang terkumpul masih sedikit, sehingga penyaluran dana 
masih sangat terbatas, pendayagunaan zakat secara produktif belum begitu 
optimal karena kurangnya pendampingan dari pengelola zakat, dan ada sebagian 
Amil yang bekerja secar part time, sehingga pengelolaanya belum optimal. 
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MOTTO: 
 

JANGAN PUTUSKAN CITA-CITAMU KARENA CINTA,  

TAPI JADIKANLAH CINTA ITU SEBAGAI PENDORONG CITA-

CITAMU 
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi huruf-huruf Arab kedalam huruf latin yang dipakai dalam 

penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 

158/1987 dan 0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 
Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب

 ta t te ت

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث

 ji>m j je ج

 h}a>’ h{ ha(dengan  tutik di bawah) ح

 kha>’ kh dan dan ha خ

 da>l d de د

 z\a>l z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 ra>’ r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 sa>d s} es ( dengan titik  di bawah) ص

 da>d d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a>’ t} te (dengan ttitik  di bawah) ط

 z}a’ z{ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik dari atas‘ ع

 gain g ge غ

 fa> f ef ف
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 qa>f q qi ق

 ka>f k ka ك

 la>m l ’el ل

 mi>m m ’em م

 nu>n n ’en ن

 wa>wu> w w و

 ha>’ h ha ه

 hamzah ’ apostrof ء

 ya> y ye ي

 
B. Kosonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 ditulis Muta‘adiddah متعددة

 ditulis ‘iddah عدة

 
C. Ta’Marbu>tahMarbu>tahMarbu>tahMarbu>tah    di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis  h. 

 ditulis h}ikmah حكمة

 ditulis ‘illah علة

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya,  kecuali 

bila dikehendaki lafal aslinya) 

2. Bila diikuti  denagan kata  sandang ’al’ serta bacaan kedua itu terpisah 

maka ditulis dengan h. 

 ’<ditulis Kara>mah al-auliya كرامةالأولياء
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3. Bila ta’marbu>t}ah hidup atau dengan harakat fath}ah, kasrah dan d}ammah 

ditulis t atau h. 

 ditulis Zaka>h al-fit}ri زكاةالفطر

 
D. Vocal pendek 

 Fath}ah ditulis A ـَ

 ditulis Fa‘ala  فعل

 Kasrah ditulis I ـِ

 ditulis Zukira  ذكر

 D}ammah ditulis U ـُ

 ditulis yaz\habu  يذهب

 
E. Vocal Panjang 

1 Fath}ah + Alif ditulis a> 

 ditulis ja>hiliyyah جاهية 

2 Fath}ah +ya’mati ditulis a> 

 <ditulis tansa تنسى 

3 Kasrah + ya’mati ditulis i> 

 ditulis kari>m كريم 

4 D}ammah + wawumati ditulis u> 

 {ditulis furu>d فروض 

 
F. Vocal Rangkap 

1 Fath}ah + ya’mati ditulis Ai 

 ditulis Bainakum بينكم 2

3 Fath}ah + wawumati ditulis Au 

 ditulis Qaul قول 4

 
G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan  

apostrof 

 ditulis A’antum أأنتم
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 ditulis U‘iddat اعدت

 ditulis La’in syakartum لئنشكرتم

 
H.  Kata Sandang Alif +Lam 

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis menggunakan huruf ”l”.  

 ditulis Al-Qur‘a>n القرأن

 ditulis Al-Qiya>s القياس

 
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf  l(el)nya. 

 ’<ditulis As-Sama السماء

 ditulis Asy-Syams الشمس

 
I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut penyusunannya. 

 {ditulis Z}awi al-furu>d ذوىالفروض

 ditulis Ahl as-sunnah اهلالسنة
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Membayar zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang 

memiliki kemampuan, oleh karena itu mengetahui tata cara dan hukum-

hukumnya juga menjadi keharusan dan kewajiban bagi setiap muslim. 

Kemampuan dimaksud adalah seseorang yang memiliki harta cukup satu 

nishab setelah kebutuhan pokok dirinya dan rumah tangganya terpenuhi. 

Kemampuan itu ada yang berkaitan dengan jumlah (kadar harta) dan ada yang 

berkaitan dengan kadar waktu. Satu nisab sebagai standar minimal yang 

ditetapkan syara’ dalam kaitannya dengan kuantitas (jumlah) dan haul 

disyaratkan berkenaan dengan rentang waktu kepemilikan atas harta kekayaan. 

Penetapan zakat ini pada dasarnya bertujuan untuk pengendalian diri bagi 

seseorang atas harta yang diberikan oleh Allah Swt. kepadanya. 

Zakat oleh sebagian tokoh Islam, dianggap sebagai solusi untuk 

mencapai keadilan bagi masyarakat, khususnya keadilan ekonomi.1Dengan 

adanya zakat, kemakmuran masyarakat diharapkan akan semakin bertambah 

atau dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu kesenjangan ekonomi 

tidak bertambah melebar yang berakibat terjadinya kecemburuan sosial. 

Keadaan demikian dapat direalisasikan apabila zakatbenar-benar dikeluarkan 

oleh kaum muslimin yang mampu. Suatu hal yang penting dalam masalah ini 

                                                 
1 HAMKA, Keadilan Sosial dalam Islam (Jakarta: Widjaya, 1993), hlm. 74. 
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adalah pengelolaan zakat yangmeliputi: perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta 

pendayagunaan zakat, sehingga dapat sesuai dengan tujuan diwajibkannya 

zakat.2 

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, tidak hanya wajib bagi Nabi, 

tetapi juga seluruh umat Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat Al-

Qur’an serta konsensus seluruh umat Islam dari dulu sampai sekarang.3 

4الذينيؤمنونبالغيبويقيمونالصلوةوممارزقنهمينفقون
. 

Zakat dibagi menjadi dua macam yaitu zakat mal dan zakat fitrah. 

Zakat mal yaitu zakat yang harus dikeluarkan setiap umat muslim terhadap 

harta yang dimiliki. yang telah memenuhi syarat, haul, nisab dan kadarnya. 

Menurut Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dalam 

penjelasan pasal 11 ayat (1) disebutkan. Zakat mal adalah bagian harta yang 

disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim 

sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak 

menerimanya.5 

Harta zakat mal yang dikeluarkan adalah emas, perak, binatang, 

tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan. 

Orang yang disepakati wajib mengeluarkan zakat mal, ialah orang Islam yang 

                                                 
2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 (1)  
 
3 Masdar F Mas’udi, Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam, cet ke-3 

(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 34. 
 
4 Al-Baqarah (2): 3 
 
5Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 (1). 
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merdeka, balig (telah sampai umur), berakal dan memiliki nisab dengan milik 

yang sempurna. Syarat terakhir untuk mencapai satu nisab, diperuntukan 

kepada zakat mal yang sudah dimiliki selama satu tahun. 

Zakat fitrah berbeda dengan zakat mal dalam berbagai segi. Zakat 

fitrah lebih mengacu kepada orang, baik pembayar zakat (muzakki) maupun 

penerimanya (mustahiq), sedangkan zakat mal lebih mengacu pada zakat harta. 

Penunaian zakat fitrah bertujuan untuk: 1) Membersihkan seorang yang baru 

menyelesaikan ibadah puasa dari noda-noda yang mengganggu kesucian 

Ibadah puasanya. 2) Memberikan kelapangan bagi kaum fakir miskin, 

terutama dalam hal pangan dan sandang pada hari Idul Fitri. 

Adapun zakat mal bertujuan untuk: 1)Zakat mensucikan jiwa dari sifat 

kikir. 2) Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci. Sifat hasad dan dengki 

akan menghancurkan keseimbangan pribadi, jasmani dan rohani seseorang.6 

Bila diperhatikan kronologis wajibnya zakat dapat ditemukan bahwa 

(zakat) diperintahkan pada masa periode Madinah setelah kewajiban puasa 

Ramadhan dan zakat fitrah. Hal ini berkenaan dengan masyarakat muslim di 

Madinah telah mulai terbentuk, dan kewajiban zakat ini dimaksudkan untuk 

membina masyarakat muslim sebagai bukti solidaritas sosial, dalam arti 

bahwa hanya orang yang memiliki kelebihan harta yang berzakat. Perhatian 

Islam dalam menyelesaikan masalah kemiskinan dan mengayomi kaum 

miskin tanpa didahului revolusi dan gerakan menuntut hak-hak kaum miskin 

merupakan kelebihan yang dimiliki agama samawi ini, maka tidak 

                                                 
6 Departemen Agama RI, Fiqih Zakat, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2008), 

hlm. 43. 
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mengherankan kalau zakat yang Allah wajibkan kepada hambanya yang kaya 

menjadi penjamin hak fakir miskin dalam harta ummat dan negara menjadi 

pilar pokok yang ketiga.7 

Pada era modern ini, persoalan zakat menjadi signifikan bukan saja 

karena dimensi mahdah (ibadah semata) dan sosial yang dimilikinya, 

melainkan juga terjadinya perluasan dan perkembangan pada sektor-sektor 

yang dikenai wajib zakat. Pada masa awal-awal Islam sektor jasa bukan hal 

yang dominan, berbeda dengan masa globalisasi sekarang ini, sektor jasa 

merupakan lahan strategis dan memiliki nilai ekonomis tinggi. Sehingga tidak 

ragu lagi para ulama muta’akhirin mengidentifikasi hasil pendapatan dari jual 

jasa ini terkena wajib zakat.8 

Di antara hal-hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian 

kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapat yang diusahakan 

melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun 

secara bersama-sama. Yang dilakukan secara sendiri, misalnya profesi sebagai 

dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da’i atau mubalig 

dan lain sebagainya. Sedangkan yang dilakukan secara bersama-sama, 

misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistim 

upah, honor ataupun gaji, sehinga penghasilan atau pendapatan yang diperoleh 

dari semua profesi itu wajib dikeluarkan zakatnya.9  Pemikiran tentang 

                                                 
7 Muhammad, Zakat Profesi : Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer, cet ke-1 

(Jakarta : Salemba Diniyah, 2002), hlm. 46. 
 
8 Ibid., hlm. 51.  
 
9 Yusuf al-Qara>d}a>wi, Hukum Zakat, alih bahasa Salman Harun dkk, cet. ke-3, (Bogor: P.T 

Pustaka Litera Antar Nusa, 1993). hlm. 459. 
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wajibnya zakat atas pendapatan dari jual jasa tersebut pada mulanya cukup 

menggegerkan bagi kaum muslimin khususnya umat Islam Indonesia. 

Namun di balik kecemasan itu, secara perlahan tumbuh kesadaran bagi 

umat Islam untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran agamanya terutama 

yang berkaitan dengan kewajiban zakat. Maka penanganan zakat harus 

diimplementasikan dalam suatu tugas operasional oleh suatu lembaga yang 

fungsional. Presiden Soeharto dalam pidatonya malam peringatan Isra’ Miraj  

di Istana Negara Pada tanggal 2 Oktober 1968,10 mengeluarkan anjuran untuk 

menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisasi. Efek dari pernyataan 

tersebut mendorong terbentuknya BAZ (Badan Amil Zakat) di berbagai 

propinsi, yang dipelopori Pemda Khusus DKI Jakarta. Kemudian disusul oleh 

daerah-daerah lainnya, begitu pula dengan BAZ Kabupaten Kebumen. 

BAZ Kabupaten Kebumen telah berdiri sejak tahun 2007, dalam kurun 

waktu tersebut sudah cukup lama menjalankan fungsinya sebagai lembaga 

sosial tentang pengelolaan zakat. BAZ Kabupaten Kebumen memungut zakat 

sebagian dari gaji para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada di 

wilayahPemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sebesar 2,5% setiap bulan 

dari jumlah gaji yang mereka terima. Landasan legal formalnya yaitu 

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No.13 Tahun 2011(Tentang 

Pengelolaan Zakat). Secara singkat problematika pengumpulan zakat profesi 

pada BAZ Kabupaten Kebumen baru sekitar 30% PNS yang menyalurkan 

zakatnya ke BAZ, karena sifatnya belum memaksa sehingga masih ada juga 

                                                 
10 M. Daud Ali, Lembaga-lembaga Islam Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1995), hlm. 240  
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pegawai yang belum mengeluarkan zakatnya walau telah mencapai nishabnya. 

Ditambah lagi dengan persoalan PNS tersebut bergaji minus11 sehingga sulit 

untuk dilakukan pemungutan sebesar 2,5 % setiap bulannya, serta masih 

minimnya sosialisasi yang dilakukan pegurus BAZ, tingkat keberhasilan 

sosialisasi yang sangat minim yakni hanya 60% saja dari setiap sosialisasi 

yang dilakukan, Di tambah lagi dengan masih banyaknya Amil yang memiliki 

kesibukan ganda sehingga Amil belum bekerja secara optimal. 

Besar zakat profesi yang dikenakan kepada setiap PNS tergantung dari 

besar kecil gaji yang mereka terima setiap bulan atau sebesar 2,5% dari 

penghasilan. 

Dengan demikian, mengacu pada persoalan tersebut penyusun merasa 

perlu untuk melakukan penelitian baik dalam lingkup pustaka ataupun 

lapangan untuk meninjau lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Zakat Profesi 

pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kebumen. 

 

B. Pokok Masalah 

Dari urian tersebut di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat 

dikaji dan diteliti antara lain: 

1. Bagaimana Pelaksanaan zakat profesi pada BAZ (Badan Amil Zakat) 

Kabupaten Kebumen? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif tarhadap pelaksanaan 

zakat profesi pada BAZ (Badan Amil Zakat) Kabupaten Kebumen? 

                                                 
11 Bergaji minus yaitu : PNS yang gajinya habis untuk mencicil hutangnya di Koperasi 

Pegawai Negeri atau di Bank sebagai konsekuensi atas pinjaman yang diajukan.  
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan tentang pengumpulan, pendistribusian dan 

pendayagunaan zakat profesi di BAZ Kabupaten Kebumen. 

2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap 

pelaksanaan zakat profesi di BAZ Kabupaten Kebumen 

Adapunkegunaan dari penelitian ini adalah:  

1. Secara teoritis: memberikan pengetahuan mengenai pelaksanaan zakat 

profesi (Pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat profesi) 

Pada BAZ Kabupaten Kebumen. 

2. Secara Praktis: sebagai bahan masukan bagi pengurus BAZ Kabupaten 

Kebumen, khususnya dalam rangka mengadakan self critic dan evaluation 

yang pada gilirannya dapat menjadi tolak ukur usaha untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas perannya dalam mengelola zakat.  

 

D. Telaah Pustaka 

Permasalahan zakat telah banyak dibicarakan, baik dalam kitab-kitab 

klasik maupun modern. Tulisan-tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, 

dan desertasi juga telah banyak mengupas seputar zakat, baik yang berkenaan 

dengan institusinya maupun yang berkenaan dengan pengelolaannya. Namun 

pembahasan tentang perluasan jangkauan zakat terutama yang berkaitan 

dengan aktivitas-aktivitas perekonomian zaman modern masih belum banyak 
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disentuh dan diangkat kepermukaan. Perluasan dimaksud mengenai obyek 

zakat atau bentuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti zakat profesi. 

Karya-karya mahasiswa yang berupa skripsi banyak sekali yang 

membahas masalah zakat. Akan tetapi yang membahas masalah mengenai 

pelaksanaanzakat profesi tidak begitu banyak dijumpai, di antara skripsi yang 

membahas masalah zakat profesi seperti,  

Auliya Fadhli dalam skripsinya “Zakat Profesi dalam Perspektif 

Hukum Islam” mengulas masalah landasan hukum zakat profesi. Ia 

menggunakan dalil al-Qur’an surat al-Baqarah (2) : 267 sebagai landasan 

wajibnya zakat profesi. Selain itu, ia juga berusaha mengulas tentang 

mekanisme penetapan kadar zakat profesi.12 

Muhammad Tarto dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Pengelolaan Zakat (Studi Penarikan Zakat Profesi di 

Muamalah Center Indonesia),13yang membahas tentang zakat profesi terhadap 

karyawan yang belum mencapai nisab zakatnya. 

Nur Fitriana dalam skripsinya yang berjudul Persepsi Dosen Syari’ah 

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang 

Pelaksanaan Zakat Profesi14. Dalam skripsinya hanya membahas tentang cara 

                                                 
12  Auliya Fadhli dalam skripsinya, “Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam,” 

Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2005. Skripsi tidak diterbitkan. 
 
13  Muhammad Tarto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat (Studi 

Penarikan Zakat Profesi di Muamalah Center Indonesia),” Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 
2005. Skripsi tidak diterbitkan. 

 
14 Nur Fitriani, “Persepsi Dosen Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga 

Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi,” Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008. Skripsi tidak 
diterbitkan. 
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pelaksanaan zakat profesi dalam lembaga Islam, tidak membahas bagaimana 

distribusi zakat profesi. 

Sejauh ini belum ada penelitian yang membahas tentang Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi Pada BAZ Kabupaten 

Kebumen.  

 

E. Kerangka Teoretik 

Fokus penelitian ini menitikberatkan pada peningkatan dan 

pendayagunaan zakat sebagai sumber vital ekonomi umat Islam. Pembahasan 

mengenai potensi zakat tidak dapat terlepas dari aspek yang terkait dengan 

zakat yakni, muzakki (pemberi zakat) itu sendiri, asnaf zakat (delapan asnaf), 

amilin(institusi) dan manajemen zakat(pengelolaan) harus bersinergi 

membentuk suatu sistem yang transparan, akuntabel, dan efektif,15 sehingga 

tujuan pelaksanaan zakat dapat tercapai secara optimal. 

Zakat penghasilan atau zakat profesi adalah suatu istilah yang muncul 

dewasa ini. Adapun istilah ulama’ salaf bagi zakat atas penghasilan atau 

profesi biasanya disebut dengan al- mal al- mustafad.16Yang termasuk dalam 

kategori zakat al-mal al-mustafad adalah pendapatan yang dihasilkan dari 

profesi non-zakat yang dijalani seperti gaji pegawai negeri atau swasta, 

konsultan, dokter, dan lain-lain.Orang-orang yang memiliki profesi itu 

memperoleh dan menerima pendapatan mereka tidak teratur, kadang-kadang 

                                                 
15http://www.portalinfaq.org/g02x01_article_view.php?article_id=58 diakses 11 januari 

2012. 
 
16  Fakhruddin. Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia,(Malang: UIN-Malang Press, 

2008), hlm 133. 
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setiap hari seperti pendapatan seorang dokter, kadang-kadang waktu tertentu 

seperti advokat dan kontraktor, sebagian pekerja menerima upah mereka 

setiap minggu atau dua minggu, dan kebanyakan pegawai menerima gaji 

mereka setiap bulan, lalu bagaimana  menentukan penghasilan mereka.17 

Ulama-ulama seperti Abdur Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah 

dan Abdul Wahab Khalaf telah mengemukakan persoalan ini dalam 

ceramahnya tentang zakat di Damaskus pada tahun 1952, menurut mereka 

pencarian dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup 

senis}ab. 

Ceramah mereka tersebut sampai pada suatu kesimpulan yangteksnya 

sebagai berikut: "Penghasilan dan profesi dapat diambil zakatnya bila 

sudahsetahun dan cukup senis}ab. Jika berpegang kepadapendapat Abu 

Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bahwa nis}abtidak perlu harus tercapai 

sepanjang tahun, tapi cukuptercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa 

kurang ditengah-tengah dapat menyimpulkan bahwa denganpenafsiran 

tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atashasil penghasilan setiap 

tahun, karena hasil itu jarangterhenti sepanjang tahun bahkan kebanyakan 

mencapai keduasisi ujung tahun tersebut. 18 

Berdasarkan hal itu, didapatkan ketetapan bahwa hasil penghasilan 

sebagai sumber zakat, karenaterdapatnya illat  (penyebab), yang menurut 

ulama-ulama fikihsah, dan nis}ab, yang merupakan landasan wajib zakat.""Dan 

                                                 
17 Yusuf Qaradhawi, Hukum Zakat, cet. ke- 11; (Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia, 2010), 

hlm. 482.  
 
18Ibid., hlm. 460 
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karena Islam mempunyai ukuran bagi seseorang – untukbisa dianggap kaya-

yaitu 12 Junaih emas menurut ukuranJunaih Mesir lama maka ukuran itu 

harus terpenuhi kepadaseseorang untuk terkena kewajiban zakat, sehingga 

jelasperbedaan antara orang kaya yang wajib zakat dan orangmiskin penerima 

zakat. 19 

Hal itu padahakikatnya menyerupai mata penghasilan, dan 

wajibdikeluarkan zakatnya bila sudah mencapai satu nis}ab.Hal itu sesuai 

dengan apa yang telah ditegaskan lebihdahulu, bahwa jarang seseorang 

pekerja yang penghasilannyatidak mencapai nis}ab seperti yang telah 

ditetapkan, meskipun tidak cukup di pertengahan tahun tetapi cukup padaakhir 

tahun. Ia wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan nis}abyang telah berumur 

setahun.20 

Dalam menentukan tradisi nishab, kadar dan waktu mengeluarkan 

zakat profesi, hal ini sangat tergantung kepada qiyas yang dilakukan. Pertama 

jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nishab, kadar, dan waktu 

pengeluarannya sama dengannya dan seperti halnya zakat emas dan perak. 

Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu 

mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok.21 

Sesuai dengan dasar negara Republik Indonesia yaitu pancasila dan 

sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945, maka pemerintah mempunyai tugas dan 

                                                 
19Ibid., hlm. 460. 
 
20Ibid., hlm. 461. 
 
21  Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press, 

2002), hlm, 96. 
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kewajiban untuk memberikan bimbingan dan bantuan guna memperlancar 

usaha pembangunan agama sesuai dengan ajaran masing-masing, termasuk 

mengurus segala yang berhubungan dengan soal-soal agama Islam, seperti 

pengelolaan zakat. 

 Konsepsi zakat sesuai dengan Pancasila dengan semua sila-silanya, 

UUD 1945 Pasal 27 ayat 2, Pasal 29 dan Pasal 34. Hal demikian berarti 

pengurusan zakat oleh pemerintah merupakan konsepsi yang integral dalam 

merealisasikan Pancasila khususnya sila Keadilan sosial dan Pasal 34 UUD 

1945 yang berbunyi : “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh 

negara”. Menegakkan sistem zakat merupakan salah satu kewajiban utama 

bagi pemerintah, karena ia memikul tanggung jawab untuk memelihara semua 

orang fakir miskin dan orang-orang yang lemah fisik maupun ekonominya. 

Kata-kata fakir miskin yang dipergunakan dalam Pasal 34 UUD 1945 tersebut 

jelas menunjukkan kepada para mustahik zakat. Yaitu orang yang berhak 

menerima zakat.22 

Perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat ini, secara kualitatif 

mulai meningkat pada tahun 1968. pada tahun itu, pemerintah mengeluarkan 

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan 5/1968, masing-masing tentang 

pembentukan Badan amil zakat dan pembentukan Baitul Mal ditingkat pusat, 

propinsi dan kabupaten/kota madya. Setahun sebelumnya, yakni pada tahun 

1967, pemerintah juga telah menyiapkan RUU zakat yang akan diajukan 

kepada DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Akan tetapi setelah 

                                                 
22 Muhammad, Zakat profesi: Wacana Pemikiran dalam Fikif Kontemporer, cet ke-1, 

(Jakarta : Salemba Diniyah, 2002),  hlm. 46 
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Menteri Agama menjalin kerja sama dengan dua departemen lain  yang erat 

hubungannya yaitu Menteri sosial dan Menteri Keuangan, maka Menteri 

Agama mengeluarkan Instruksi Nomor 1 tahun 1968, yang isinya menunda 

palaksanaan peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan 5 Tahun 1968 tersebut.23 

Untuk melihat keabsahan dan keunggulan penerapan zakat profesi 

dalam dunia modern perlu dilakukan qiyas yang dikenal dalam ushul fiqh 

sebagai salah satu metode dalam istimbat hukum. Sebab pada awal Islam 

profesi belum banyak dikenal, baik dalam bentuk maupun sifatnya dan tidak 

memiliki nilai ekonomis. Berbeda dengan dunia modern seperti saat ini, di 

mana profesi menjadi nilai jual yang tinggi, sehingga menjadi satu sumber 

pendapatan yang diidolakan. 

Zakat yang telah dikumpulkan lembaga pengelola zakat dalam hal ini 

BAZ, harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan skala 

prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus 

disalurkan kepada para mustahik sebagaiman tergambar dalam surah at- 

Taubah ayat 60 antara lain sebagai berikut: pertama fakir dan miskin, kedua 

kelompok amil (petugas zakat), ketiga kelompok muallaf, keempat dalam 

memerdekakan budak belian, kelima kelompok gharimin, keenam dalam jalan 

Allah (fi sabilillah) dan ketujuh ibnu sabil. 

 

 

 

                                                 
23 Muhammad Daud Ali, Lembaga-lembaga Islam di Indonesia,  (Jakarta : PT Raja 

Grafindo Persada, 1995), hlm. 253 
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F. Metode Penelitian 

Dalam karya ilmiah khususnya skripsi, metode merupakan mempunyai 

peranan yang penting, karena metode merupakan upaya ilmiah yang 

menyangkut tata cara kerja untuk memahami serta mengolah obyek kajian 

yang menjadi inti suatu ilmu yang sedang diteliti. Dalam penyusunan proposal 

penelitian ini, penyusun akan menggunakan beberapa metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). 

Penelitian lapangan (field research) adalah suatu penelitian yang 

dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, sutau tempat yang dipilih 

sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif.24Adapun data yang 

dimaksud adalah data yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan 

zakat oleh BAZ Kabupaten Kebumen. 

2. Sifat Penelitian 

Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitik,25 peneliti 

memaparkan pelaksanaan zakat profesi yang meliputi (pengumpulan, 

pendistribusian, dan pendayagunaan) pada BAZ Kabupaten Kebumen, 

kemudian penyusun menganalisis hasil dari data tersebut. 

 

 

                                                 
24 Aji Payumi, “Penelitian dalam Konteks Pengembangan Ilmu Pengetahuan,” 

http://ajielazmi.multiply.com/journal/item/3?&show_interstitial=1&u=%2Fjourl%2Fitem, akses : 
26 Maret 2012 

 
25Deskriptif analitik yaitu, penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang 

realitas pada obyek yang diteliti secara 
obyektif.http://www.damandiri.or.id/file/ahmadsuyutiunairbab4.pdf,akses 18 Februari 2012. 
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3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: pertama, 

pendekatan Normatif Yuridis yaitu menyoroti pendekatan yang dilakukan 

dengan cara mendeteksi masalah-masalah pelaksanaan pengelolaan zakat 

profesi pada BAZ Kabupaten Kebumen, apakah sudah sesuai dengan 

tuntunan Al-Qur, an dan Peraturan Pengelolaan Zakat,26 

4. Metode pengumpulan data 

a. Observasi, peneliti melakukan pengamatan langsung dan pencatatan 

secara sistematis terhadap fokus permasalahan yang diteliti,27 yakni 

mengenai pelaksanaan zakat profesi di BAZ Kabupaten kebumen. 

b. Wawancara (interview), yaitu cara memperoleh data atau keterangan 

melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan obyek 

penelitian secara langsung.28 Dalam hal ini penyusun mengadakan 

wawancara langsung terhadap Pengurus BAZ Kabupaten Kebumen. 

c. Dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data yang terkait dengan 

fokus penelitian yang berasal dari dokumen-dokumen yang didapat 

dari obyek penelitian. 

 

 

                                                 
26 UURI No. 38 Th. 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan KMA (Keputusan Menteri 

Agama ) RI No. 373 Th 2003 tentang Pelaksanaan UU (Undang-Undang) No. 38 Th. 1999. 
 
27 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prektek, (Jakarta: Rineke 

Cipta, 1996), hlm. 145. 
 
28Ibid, hlm 144. 
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5. Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data 

kualitatif29 dengan menggunakan kerangka berfikir induktif dan deduktif.30 

Kerangka berfikir induktif digunakan untuk mengurai fakta terkait 

pelaksanaan zakat profesi.yaitu berangkat dari data yang bersifat khusus 

maupun peristiwa-peristiwa konkrit dari hasil riset, kemudian ditarik 

menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Adapun kerangka berfikir 

deduktif digunakan untuk menganalisis teori yang digunakanterhadap 

pelaksanaan zakat profesi. 

Dalam menganalisa data, peneliti terlebih dahulu memaparkan data 

yang diperoleh di lapangan, mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat di 

BAZ Kabupaten Kebumen. Mulai dari kegiatan pengumpulan, 

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dilanjutkan dengan 

mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang 

dimaksud, guna mendapatkan suatu kesimpulanyaitu sesuai atau tidak 

sesuaikahpengelolaan zakat di BAZ Kabupaten Kebumen dengan hukum 

Islam dan hukum positif. 

 

 

                                                 
 
29 http://penelitianstudikasus.blogspot.com/2009/03/pengertian-penelitian-kualitatif.html, 

akses26 Maret 2012. 
 
30 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prektek, (Jakarta: Rineke 

Cipta, 1996), hlm. 195. 



 17

G. Sistematika Pembahasan 

Guna mempermudah pembahasan dan terarahnya penyusunan skripsi 

ini, maka penyusun membuat sistematika sebagai berikut : 

Bab Pertama: Sebagai pintu masuk menuju pembahasan selanjutnya, 

maka bab ini merupakan bagian pendahuluan yang menjelaskan tentang latar 

belakang masalah, pokok-pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, 

kerangka teoritik, metode penelitian, dan juga sistematika pembahasan. 

Bab kedua: Sebelum melangkah lebih jauh dalam membahas 

pelaksanaan zakat profesi pada BAZ Kabupaten Kebumen, maka terlebih 

dahulu harus dipahami tinjauan umum tentang zakat, sehingga pada bab ini 

berbicara mengenai tinjauan umum tentang zakat yang diawali dengan 

pembahasan tentang pengertian zakat secara Umum, syarat-syarat Harta yang 

wajib di zakati, syarat  ketentuan wajib zakat kadar dan nisabdan pengertian 

zakat profesi serta menurut konsep fiqihdan Pelaksanaan Zakat profesi 

menurut UU No. 38 Tahun 1999.  

Bab ketiga; Mengupas tentang BAZ Kabupaten Kebumen sebagi suatu 

wadah atau lembaga yang mengelola zakat. Dalam bab ini peneliti membagi 

menjadi dua sub bab. Pertama mengenai gambaran umum lembaga Badan 

Amil Zakat ( BAZ ) Kabupaten Kebumen, yang menuturkan latar belakang 

berdirinya dalam mengelola zakat, legalitas lembaga, Visi dan Misi 

terbentuknya lembaga tersebut, struktur dan anggota kepengurusan serta 

program kerja dan tanggung jawabnya. Kedua, tentang mekanisme 
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pelaksanaan dan pengelolaan zakat profesi oleh pengurus BAZ Kabupaten 

Kebumen 

Bab keempat; merupakan analisis dari hasil data yang telah 

dikumpulkan di lapangan oleh peneliti dan merupakan inti dari penelitian, 

terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat ditinjau dari hukum Islam dan 

landasan yuridis. Usaha menemukan jawaban dari pokok masalah dibahas 

pada bab ini, dengan jalan mengkomparasikan fakta yang ditemukan 

dilapangan dengan teori-teori yang sudah ada. Sehingga dapat di ketahui 

kelebihan dan kekurangan pelaksanaan zakat profesi di BAZ Kabupten 

Kebumen. 

Bab kelima; merupakan penutup dari pembahasansesuai dengan pokok 

masalah yang telah ditetapkan serta berisi kesimpulan dan saran-saran.  
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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Dari penelitian ini, diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu: 

1.  Sumber dana zakat yang utama saat ini sudah berasal dari zakat mal (zakat 

profesi)  yang diambil dari para Pegawai Negeri Sipil pada  Satuan Kerja 

Perangkat  Daerah (SKPD)  dan ada juga dari unsur lain seperti  Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD) dan ditambah dengan infaq dan Shadaqah 

jajaran pegawai di berbagai dinas/instansi daerah Kabupaten Kebumen 

baik negeri maupun swasta. Adapun  besar infaq maupun shadaqah adalah 

sesuai dengan keikhlasan para pegawai. 

  Bahwa masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan yang ada 

pada pemotongan zakat profesi sebesar  2,5% yang di lakukan BAZ 

tentunya perlu untuk dikaji ulang. Terutama mengenai tidak adanya nishab 

pada zakat profesi. Nishab yang ada, belum memenuhi tuntutan syari’at 

Islam. Dalam hukum Islam, nishab berlaku pada semua jenis zakat dan ini 

akan berbeda karena standarisasi nishab belum tepat. 

  Pendistribusian zakat oleh BAZ Kabupaten Kebumen dibagi 

menjadi lima kelompok asnaf, yaitu: kelompok fakir dan miskin sebesar 

70%, kelompok muallaf dengan jatah 5%, Sabililah sebesar 20% dan 

terakhir ditujukan kepada Amil sebesar 5%. 
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  Proporsi tersebut merupakan patokan dasar, tetapi tidak menutup 

kemungkinan apabila sewaktu-waktu berubah, sesuai dengan kebutuhan 

serta kepentingan mustahiq dan jumlah dana yang dimiliki BAZ. 

  Pendayagunaan zakat yang diberikan ada dua yaitu bersifat 

konsumtif dan produktif. 

2. a.  Dilihat dari Hukum Islam 

Pengumpulan zakat sudah berjalan efektif hal ini dibuktikan 

dengan sumber dana yang masuk sudah berasal dari zakat mal (zakat 

profesi) sementara potensi zakat yang terdapat di bagian lain yaitu 

berasal dari infaq dan shadaqah. Meskipun jumlahnya masih terbatas. 

Pendistribusian zakat sudah sesuai, yakni fakir miskin menjadi 

prioritas utama dalam mendistribusikan dana zakat yang terkumpul. 

Pendayagunaan zakat secara produktif merupakan langkah 

awal yang baik karena nilai-nilai zakat yang sebenarnya dalam 

menggangkat masyarakat dari kemiskinan telah di jalankan. 

b. Sementara dari sisi Hukum Positif 

Pengumpulan zakat sudah sesuai, mengenai hal-hal yang 

diurusi BAZ tidaklah seputar zakat mal (zakat profesi) saja tetapi juga 

mengenai infaq dan shadaqah. 

Pendistribusian zakat sudah menetapkan skala prioritas sudah 

sesuai dengan aturan UU Pengelolaan zakat. 

Pendayagunaan zakat belum berjalan secara efektif, karena 

bantuan zakat secara produktif belum di manfaatkan secara optimal 
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karena kurangnya pemahaman mustahiq dalam memanfaatkan dana 

zakat yang dijadikan modal usaha dan penyalurannya pun masih sangat 

terbatas. 

 

B. Saran-Saran 

1. Untuk meningkatkan sumber dana, hendaknya pengelola lebih proaktif 

dalam menjaring wajib zakat. Oleh karena itu, amil perlu lebih 

mensosialisasikan program-programnya, serta melakukan transparansi 

manajemen dalam pengelolaan maupun sirkulasi keuangan, sehingga 

masyarakat akan menaruh kepercayaan kepada BAZ Kabupaten Kebumen. 

2. Lebih mensosialisasikan kepada masyarakat, bahwa pemberian dana zakat 

yang terkoordinasi dengan baik melalui suatu lembaga (BAZ) akan dapat 

meratakan zakat secara baik, mustahiq tidak merasa rendah diri dengan 

dana yang diterima, tidak terjadi penumpukan dana pada satu pihak. 

3. Pendayagunaan zakat secara produktif, hendaknya ditindaklanjuti dengan 

program pengawasan dan pendampingan, sehingga dana yang diberikan 

benar-benar dimanfaatkan untuk usaha produktif, penyelewengan dana 

untuk konsumtif dapat ditekan, akhirnya dana zakat dapat dimanfaatkan 

mustahiq secara optimal. 

4. Amil merupakan bagian terpenting suatu Badan amil Zakat (BAZ), karena 

itu kesejahteraan amil harus diperhatikan menginggat tugas amil yang 

sangat padat maka dibutuhkan pribadi-pribadi yang dapat bekerja atas 

dasar hajat umat yang penuh dedikasi, aktif, inovatif dan dapat bekerja 
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secara purna waktu dan tidak terganggu oleh tugas-tugas lainnya, sehingga 

BAZ dapat bermanfaat sebagai wadah pengelola zakat secara optimal.   

Demikianlah secara ringkas kesimpulan pembahasan dan saran-saran 

penyusun dalam skripsi ini, Saran dan kritik yang membangun sangat 

penyusun harapkan demi perbaikan skripsi ini, dan demi terhindarnya 

penyusun dari kesalahan dan kekeliruan. 

Akhir kata, semoga tulisan yang sederhana ini bisa memberikan 

manfaat yang besar bagi kita semua khususnya terhadap Badan Amil Zakat 

(BAZ) Kabupaten Kebumen untuk terus menyempurnakan sesuatu yang telah 

dijalankan. Dan semoga Allah SWT Yang Maha Esa selalu memberikan 

petunjuk kepada kita semua sehingga bisa berjalan di muka bumi ini dengan 

berlandaskan Syari'at yang Islami. Amin. 
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Lampiran I 

DAFTAR TERJEMAHAN 

No. Hlm. Fn. Terjemahan  
BAB I 

1. 2 4 (Yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghoib, yang 
mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezeki 
yang kami anugerahkan kepada mereka.  

 
BAB II 

 
2. 18 2 Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan 

zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan harta 
mereka.  
 

3. 28 16 Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan 
Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan 
sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk 
kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk 
lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri 
tidak mau mengambilnya melainkan dengan 
memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa 
Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. 

BAB III 

4 56 16 Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-
orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus 
zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk 
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, 
untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang 
dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang 
diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi 
Maha Bijaksana. 

 

BAB IV 

5 68 8 Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-
orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus 
zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk 
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, 



II 

untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang 
dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang 
diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi 
Maha Bijaksana. 
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LAMPIRAN III 

PEDOMAN WAWANCARA 1 

Untuk Pengurus BAZ Kabupaten Kebumen. 

 

1. Kapan BAZ Kabupaten Kebumen Berdiri? 

2. Apa latar belakang dan visi dan misi didirikan BAZ Kabuapten Kebumen? 

3. Program apa saja yang telah direncanakan dan dijalankan? 

4. Bagaimana pelaksanaan program tersebut? 

5. Bagaimana cara sosialisasi program pada masyarakat? 

6. Dari mana sumber dana yang diperoleh? 

7. Bagaimana alokasi dana tersebut? 

8. Asnaf Manakah yang menjadi prioritas? 

9. Bagaimna sistem pendataan mustahiq 

10. Standar kriteria apa yang dikenakan pada mustahiq? 

11. Bagaimana prosedur mustahiq untuk mendapatkan zakat dan bagaimana 

syarat-syaratnya? 

12. Langkah apa yang di tempuh Badan Amil Zakat (BAZ) dalam 

mendayagunakan zakat? 

13. Apa wujud dukungan Badan Amil Zakat (BAZ) pada mustahiq? 

14. Bagaimana Presentase pembagian zakat produktif dengan konsumtif ? 

15. Kendala yang di hadapi dalam mengelola zakat? dan bagaimana cara 

mengatasinya? 
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PEDOMAN WAWANCARA 2 

Untuk Mustahiq 

1. Dari mana Bapak/Ibu mendapatkan Informasi mengenai adanya bantuan dana 

zakat dari BAZ Kabupaten Kebumen? 

2. Bagaimana menurut Bapak mengenai prosedur peminjaman? 

3. Adakah Syarat-syarat yang harus di setujui untuk mendapatkan bantuan 

pinjaman dana zakat? 

4. Berapa besar bantuan pinjaman dana zakat yang diterima? 

5. Berapa kali cicilan pinjaman dana zakat tersebut dilunasi? 

6. Adakah pendampingan yang dilakukan oleh pengurus BAZ Kabupaten 

Kebumen? 

7. Bagaimana pandangan Bapak mengenai pinjaman dana zakat tersebut ? 

8. Bagaimana kehidupan ekonomi Bapak dengan bantuan dana zakat tersebut? 
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